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Abstract 

Perlindungan data pribadi di Indonesia menjadi isu krusial seiring dengan pesatnya 
perkembangan teknologi digital dan penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari. Undang-
Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada tahun 2022 bertujuan untuk 
memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi warga negara Indonesia. Namun, 
implementasi UU PDP masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan, seperti rendahnya kesadaran 
publik, ketidakmerataan penerapan di berbagai sektor, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta 
penegakan hukum yang kurang tegas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
metode studi literatur (library research) untuk menganalisis efektivitas UU PDP dalam melindungi 
data pribadi. Berdasarkan analisis terhadap berbagai literatur, temuan utama penelitian ini mencakup 
tantangan dalam pemahaman masyarakat mengenai hak-hak privasi mereka, kesenjangan 
implementasi antara sektor swasta dan publik, serta tantangan dalam hal pengawasan dan penegakan 
hukum. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi yang terbatas menjadi 
hambatan besar dalam menjaga keamanan data pribadi. Penulis merekomendasikan bahwa edukasi 
publik dan penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum harus menjadi prioritas dalam 
penerapan UU PDP. Selain itu, pengembangan infrastruktur teknologi yang lebih aman dan adaptasi 
terhadap standar internasional seperti GDPR juga perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas 
perlindungan data pribadi di Indonesia. 
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PENDAHULUAN 

Dalam era transformasi digital yang pesat, perlindungan data pribadi menjadi 
perhatian utama bagi pemerintah, bisnis, dan individu di seluruh dunia. 
Perkembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan, big data, dan komputasi 
awan telah meningkatkan risiko pelanggaran data dan pelanggaran privasi, yang 
mendorong peninjauan kembali terhadap undang-undang perlindungan data (Kuner, 
2020). Di Indonesia, pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU 
PDP) pada tahun 2022 menjadi langkah signifikan dalam menghadapi isu-isu tersebut 
(Budi, 2023). Namun, meskipun telah ada kemajuan dalam merumuskan kerangka 
hukum yang komprehensif, kekhawatiran masih ada terkait efektivitas regulasi ini 
dalam melindungi data pribadi, terutama mengingat perkembangan teknologi yang 
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cepat dan kompleksitas penegakan hukum (Sari, 2021). 
Penelitian tentang efektivitas undang-undang perlindungan data pribadi di 

Indonesia masih terbatas, khususnya dalam konteks UU PDP yang baru diterapkan. 
Meskipun beberapa studi telah mengeksplorasi implikasi perlindungan data di negara 
lain (Greenleaf & Waters, 2021), sedikit yang fokus pada sistem hukum Indonesia dan 
kapasitasnya dalam menegakkan regulasi tersebut. Kekosongan literatur ini 
menunjukkan perlunya analisis komprehensif terhadap efektivitas hukum ini dalam 
praktik. Penelitian terdahulu sebagian besar berfokus pada kerangka teori atau 
gambaran umum hukum privasi tanpa membahas tantangan spesifik yang dihadapi 
Indonesia, seperti kurangnya kesadaran publik, mekanisme penegakan yang terbatas, 
dan penerapan standar hukum yang tidak konsisten di berbagai sektor industri 
(Kusuma, 2022; Widyanto, 2023). 

Urgensi penelitian ini terletak pada ketergantungan yang semakin besar pada 
platform digital di Indonesia dan meningkatnya jumlah pelanggaran data pribadi 
yang menimbulkan kekhawatiran publik. Seiring dengan percepatan digitalisasi, 
pemahaman yang lebih dalam tentang sejauh mana UU PDP mengatasi tantangan 
perlindungan privasi sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang ini 
dapat melindungi hak-hak warga negara dengan baik. Mengingat integrasi teknologi 
digital yang cepat dalam kehidupan sehari-hari, evaluasi terhadap dampak praktis 
undang-undang ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan dalam ekosistem 
digital dan mengamankan data pribadi individu dari penyalahgunaan (Mertens & 
Vanheule, 2021; Hartati & Setiawan, 2022). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan penelitian yang ada dengan 
menilai efektivitas UU PDP Indonesia, dengan fokus pada mekanisme penegakannya, 
tantangan yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan, dan implikasi praktis 
terkait keamanan data. Penelitian ini akan mengeksplorasi apakah kerangka hukum 
yang ada sudah sesuai dengan standar internasional dalam perlindungan data dan 
privasi, serta bagaimana hukum ini diterapkan dalam praktik (Wilson & Black, 2022). 
Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang khusus pada UU PDP yang 
baru diberlakukan dan evaluasi kritis terhadap efektivitasnya dalam konteks lanskap 
hukum, budaya, dan teknologi Indonesia yang unik (Simanjuntak & Cahyani, 2021). 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas UU 
PDP, mengidentifikasi hambatan dalam implementasi yang efektif, serta memberikan 
rekomendasi untuk memperbaiki undang-undang tersebut. Selain itu, penelitian ini 
juga bertujuan untuk memberikan kontribusi pada diskursus perlindungan data yang 
lebih luas dengan menawarkan wawasan yang dapat menginformasikan 
pengembangan kebijakan di Indonesia dan negara-negara lain dengan sistem hukum 
yang serupa (Kurniawan & Tan, 2021). Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 
adalah memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada pembuat kebijakan tentang 
keterbatasan hukum ini dan perlunya adaptasi berkelanjutan terhadap tantangan 
teknologi yang berkembang (Wijayanti & Tjandra, 2022). 

Perlindungan Data Pribadi 
Perlindungan data pribadi merupakan aspek fundamental dalam era digital 

yang berkembang pesat, di mana informasi pribadi individu seringkali menjadi 
sasaran penyalahgunaan atau pelanggaran hak privasi. Secara umum, perlindungan 
data pribadi mengacu pada kebijakan dan regulasi yang ditetapkan untuk mengontrol 
pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan penyebaran data pribadi agar tidak 
disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang (Kuner, 2020). Data pribadi sendiri 
dapat mencakup informasi seperti nama, alamat, nomor identitas, data kesehatan, 
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informasi finansial, dan bahkan perilaku online seseorang yang dapat digunakan 
untuk mengidentifikasi individu. Dalam konteks Indonesia, regulasi yang mengatur 
perlindungan data pribadi tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Data 
Pribadi (UU PDP) yang diundangkan pada tahun 2022. UU ini diharapkan dapat 
menjawab tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam hal perlindungan data 
pribadi seiring dengan pesatnya digitalisasi yang terjadi di negara ini (Budi, 2023). 

Di tingkat global, perlindungan data pribadi menjadi isu yang semakin 
mendapatkan perhatian, seiring dengan peningkatan kesadaran tentang hak privasi 
individu. Negara-negara di seluruh dunia mulai merancang dan 
mengimplementasikan kebijakan yang lebih ketat terkait pengelolaan data pribadi. 
Salah satu referensi penting dalam hal ini adalah Regulasi Perlindungan Data Umum 
Uni Eropa (GDPR), yang menjadi tolok ukur bagi banyak negara dalam merumuskan 
kebijakan perlindungan data pribadi (Greenleaf & Waters, 2021). Dalam konteks 
Indonesia, tantangan utama dalam penerapan UU PDP adalah terkait dengan 
rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi, 
serta terbatasnya pemahaman tentang hak-hak yang dimiliki oleh individu terkait 
data mereka (Sari, 2021). 

Salah satu aspek penting dalam perlindungan data pribadi adalah pemberian 
kendali kepada individu terkait bagaimana data pribadi mereka dikumpulkan dan 
digunakan. Konsep ini dikenal dengan istilah data subject rights, yang memberikan 
hak kepada individu untuk mengakses, mengoreksi, dan menghapus data pribadi 
mereka (Kuner, 2020). Pengaturan yang ketat mengenai pengumpulan dan 
pemrosesan data juga menjadi elemen krusial dalam menjaga hak-hak individu. Data 
yang dikumpulkan harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, 
dan proses pengumpulan data harus dilakukan dengan persetujuan eksplisit dari 
pemilik data (Wilson & Black, 2022). Meskipun demikian, banyak tantangan yang 
dihadapi dalam implementasi prinsip-prinsip tersebut di Indonesia, di antaranya 
adalah minimnya pengawasan terhadap perusahaan yang mengumpulkan data 
pribadi serta keterbatasan infrastruktur hukum dan teknis yang dapat menegakkan 
hak-hak privasi secara efektif (Kusuma, 2022). 

Di Indonesia, meskipun UU PDP telah disahkan, masih terdapat tantangan 
dalam hal implementasi dan penegakan hukum. Beberapa isu yang perlu diatasi 
adalah ketidakmerataan pemahaman dan penerapan kebijakan perlindungan data 
pribadi di berbagai sektor industri serta kurangnya sumber daya manusia yang 
terlatih untuk menangani masalah data pribadi secara profesional (Sutrisno & 
Purnomo, 2022). Selain itu, adanya potensi pelanggaran data yang terjadi di sektor 
teknologi digital dan platform online menjadi kekhawatiran utama, mengingat 
banyaknya transaksi dan pengumpulan data yang dilakukan tanpa pengawasan yang 
memadai. Oleh karena itu, meskipun regulasi tentang perlindungan data pribadi di 
Indonesia sudah ada, penerapannya memerlukan upaya lebih lanjut untuk 
meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kapasitas sumber daya yang ada di 
masyarakat dan sektor terkait. 

Dengan demikian, perlindungan data pribadi tidak hanya bergantung pada 
pembuatan regulasi yang baik, tetapi juga pada kemampuan untuk menegakkan dan 
mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Dalam hal ini, UU PDP Indonesia 
diharapkan dapat menjadi kerangka yang lebih baik dalam melindungi hak privasi 
individu, meskipun tantangan dalam penerapannya masih sangat besar, baik dari sisi 
teknis, regulasi, maupun dari sisi sosial dan budaya yang ada di masyarakat. 

 

METODE 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur yang merupakan 
metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai studi, 
peraturan, undang-undang, dan artikel ilmiah yang relevan tentang perlindungan 
data pribadi di Indonesia. Menurut Creswell (2013), studi literatur merupakan metode 
yang efektif untuk mengumpulkan informasi yang mendalam dan memahami 
konteks dari isu yang sedang diteliti dengan memeriksa penelitian dan kerangka teori 
yang ada. Dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah untuk menganalisis efektivitas 
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Indonesia dengan mensintesis 
informasi dari berbagai sumber yang telah membahas isu ini dari berbagai perspektif, 
termasuk perspektif hukum, teknologi, dan sosial. 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah artikel jurnal yang telah 
ditinjau oleh rekan sejawat, buku, laporan dari organisasi pemerintah dan non-
pemerintah, serta dokumen hukum, termasuk UU PDP itu sendiri dan peraturan 
terkait lainnya. Sumber-sumber ini memberikan pemahaman yang kaya tentang 
tantangan legislatif, regulasi, dan praktis yang terkait dengan penerapan dan 
penegakan hukum perlindungan data di Indonesia (Kusuma, 2022). Selain itu, 
laporan dan studi dari organisasi internasional seperti International Association of 
Privacy Professionals (IAPP) serta publikasi mengenai kerangka kerja GDPR juga 
digunakan untuk membandingkan kerangka perlindungan data Indonesia dengan 
standar global (Greenleaf & Waters, 2021). Sumber data ini dipilih berdasarkan 
relevansinya dengan topik yang diteliti dan kontribusinya dalam memahami 
cakupan, keterbatasan, serta efektivitas kerangka hukum perlindungan data yang ada 
di Indonesia. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tinjauan dokumen 
dan analisis konten, dua teknik yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif. 
Tinjauan dokumen melibatkan pengumpulan teks hukum yang relevan, kebijakan, 
dan literatur akademik, sedangkan analisis konten digunakan untuk menganalisis 
dokumen-dokumen tersebut secara sistematis untuk mengidentifikasi tema-tema, 
konsep, dan tren yang berulang terkait perlindungan data di Indonesia (Berg, 2009). 
Dokumen yang dianalisis meliputi artikel ilmiah, publikasi resmi pemerintah, studi 
kasus, dan makalah putih dari lembaga-lembaga dan organisasi terkemuka. Data yang 
dikumpulkan kemudian dikategorikan dan diorganisir dalam bagian-bagian tematik 
untuk memudahkan analisis lebih lanjut. 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan analisis tematik, sebagaimana dijelaskan oleh Braun dan Clarke (2006), 
yang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengidentifikasi, 
menganalisis, dan melaporkan pola atau tema dalam data. Metode ini sangat berguna 
untuk mengidentifikasi isu-isu utama yang terkait dengan efektivitas UU PDP 
Indonesia, seperti tantangan dalam penegakan hukum, kesadaran publik, dan 
kesesuaian dengan standar internasional. Analisis tematik memungkinkan 
pemahaman yang lebih dalam tentang kekurangan dalam implementasi dan 
tantangan praktis dalam penegakan hukum di Indonesia. Selain analisis tematik, 
analisis komparatif juga digunakan untuk membandingkan kerangka perlindungan 
data Indonesia dengan model internasional, seperti GDPR, untuk menilai sejauh 
mana UU PDP Indonesia memenuhi standar perlindungan privasi global (Kuner, 
2020). 

Pendekatan metodologis ini memastikan tinjauan literatur yang komprehensif 
dan kritis, memberikan analisis mendalam mengenai efektivitas UU Perlindungan 
Data Pribadi Indonesia, serta memberikan wawasan mengenai perbaikan yang 
mungkin dilakukan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 

Berdasarkan hasil analisis literatur, terdapat sejumlah temuan penting terkait 
dengan efektivitas implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU 
PDP) di Indonesia. Temuan-temuan ini mengungkapkan berbagai tantangan dan 
kesenjangan dalam penerapan kebijakan perlindungan data pribadi, yang berpotensi 
mengurangi efektivitas regulasi ini dalam menjaga hak privasi individu. 

Pertama, kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perlindungan data 
pribadi di Indonesia masih sangat rendah. Meskipun UU PDP telah disahkan, 
sebagian besar masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memahami pentingnya 
perlindungan data pribadi dan hak-hak yang dimiliki oleh individu atas data mereka. 
Banyak individu yang tidak menyadari hak mereka untuk mengakses, memperbaiki, 
atau menghapus data pribadi yang telah dikumpulkan oleh entitas lain. Kurangnya 
edukasi tentang hak-hak privasi ini menjadi kendala utama dalam efektivitas 
penerapan UU PDP. Sebagian besar masyarakat hanya menyadari adanya 
pelanggaran data pribadi setelah kejadian kebocoran data terjadi, dan bahkan banyak 
yang tidak tahu prosedur yang harus diambil apabila data mereka disalahgunakan 
(Sari, 2021). Oleh karena itu, kesadaran publik yang rendah dapat berpotensi 
mengurangi efektivitas perlindungan data pribadi, karena individu tidak dapat 
memanfaatkan hak-hak mereka secara maksimal. 

Kedua, implementasi UU PDP yang tidak merata di berbagai sektor menjadi 
masalah besar dalam penerapannya. Beberapa sektor, terutama sektor teknologi dan 
e-commerce, relatif lebih cepat menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip 
perlindungan data pribadi yang diatur dalam UU PDP, mengingat tekanan global 
untuk mematuhi standar perlindungan data internasional. Namun, sektor-sektor 
lain, seperti sektor kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan, masih menghadapi 
kesulitan dalam implementasi kebijakan perlindungan data pribadi yang efektif. Di 
sektor kesehatan, misalnya, banyak rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang belum 
sepenuhnya menerapkan prosedur yang aman untuk melindungi data pasien, yang 
rentan terhadap kebocoran atau penyalahgunaan. Hal ini mengindikasikan bahwa 
penerapan regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia belum sepenuhnya 
merata, yang mempengaruhi keberhasilan UU PDP secara keseluruhan (Kusuma, 
2022). 

Ketiga, tantangan dalam penegakan hukum dan pengawasan menjadi salah 
satu temuan utama dalam penelitian ini. Meskipun UU PDP memberikan kerangka 
hukum yang jelas mengenai perlindungan data pribadi, pengawasan terhadap 
pelaksanaannya masih sangat terbatas. Komisi Perlindungan Data Pribadi (KPDP) 
yang diberi kewenangan untuk mengawasi penerapan regulasi ini, masih menghadapi 
berbagai kendala, baik dalam hal kapasitas sumber daya manusia maupun anggaran. 
Tanpa pengawasan yang memadai, pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh 
pihak swasta maupun pemerintah akan sulit terdeteksi dan ditindaklanjuti secara 
efektif. Selain itu, meskipun UU PDP telah mengatur sanksi administratif bagi 
pelanggar, pelaksanaannya masih dirasa kurang tegas. Sanksi yang tidak cukup 
memberikan efek jera juga menjadi alasan mengapa penegakan hukum dalam 
konteks perlindungan data pribadi tidak dapat berjalan secara optimal (Budi, 2023; 
Kusuma, 2022). 
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Selanjutnya, keterbatasan infrastruktur dan teknologi yang ada di Indonesia 
menjadi penghambat utama dalam menjaga keamanan data pribadi. Banyak 
organisasi, baik yang besar maupun kecil, masih belum memiliki infrastruktur 
teknologi yang memadai untuk mengelola data pribadi dengan aman. Infrastruktur 
yang belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan yang diatur dalam UU PDP 
meningkatkan risiko kebocoran data, karena data yang dikumpulkan oleh entitas 
tidak terlindungi dengan baik. Dalam beberapa kasus, perusahaan dan lembaga 
pemerintah menggunakan sistem yang rentan terhadap peretasan, yang dapat 
menyebabkan data pribadi bocor dan jatuh ke tangan yang salah. Oleh karena itu, 
pengembangan dan penerapan teknologi yang lebih baik dan lebih aman harus 
menjadi prioritas agar perlindungan data pribadi dapat terjamin secara efektif 
(Kuner, 2020). 

Selain itu, perbedaan implementasi antara sektor swasta dan sektor publik juga 
mencuat sebagai salah satu isu penting. Sektor swasta, terutama perusahaan-
perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi dan e-commerce, lebih cepat 
dalam menyesuaikan diri dengan regulasi perlindungan data pribadi. Hal ini 
disebabkan oleh tekanan global untuk mematuhi standar internasional seperti GDPR 
(General Data Protection Regulation) yang mengatur tentang perlindungan data 
pribadi. Sebaliknya, sektor publik, khususnya instansi pemerintah dan lembaga yang 
lebih kecil, menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan kebijakan 
perlindungan data pribadi yang memadai. Beberapa lembaga pemerintah masih 
kesulitan dalam memenuhi standar keamanan data yang diperlukan dan terkadang 
tidak memiliki sistem pengawasan yang kuat, yang berisiko menurunkan tingkat 
kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melindungi data 
pribadi mereka (Greenleaf & Waters, 2021). 

Meskipun UU PDP Indonesia memiliki kesamaan dengan regulasi 
internasional seperti GDPR, terdapat beberapa perbedaan dalam implementasi 
prinsip perlindungan data pribadi. Salah satu perbedaan yang mencolok adalah dalam 
hal pengaturan lintas batas data dan mekanisme pelaporan kebocoran data. 
Meskipun GDPR menetapkan aturan yang lebih ketat terkait transfer data 
antarnegara dan pengelolaan data pribadi secara transparan, Indonesia belum 
sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip tersebut dalam UU PDP. Hal ini dapat 
menghambat efektivitas perlindungan data pribadi, terutama dalam konteks 
transaksi internasional yang melibatkan data pribadi warga negara Indonesia (Kuner, 
2020). 

Terakhir, pentingnya edukasi dan sosialisasi tentang perlindungan data pribadi 
menjadi salah satu temuan utama dalam penelitian ini. Masyarakat Indonesia masih 
sangat membutuhkan informasi yang lebih mendalam tentang hak-hak mereka 
terkait perlindungan data pribadi. Tanpa edukasi yang memadai, individu akan 
kesulitan untuk melindungi data pribadi mereka dan memanfaatkan hak-hak mereka 
sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU PDP. Selain itu, pelaku usaha dan 
lembaga pemerintah juga perlu diberikan pelatihan mengenai cara-cara yang benar 
dalam mengelola dan mengamankan data pribadi. Oleh karena itu, edukasi yang 
intensif dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa UU PDP dapat 
diterapkan dengan efektif dan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang cukup 
mengenai perlindungan data pribadi mereka (Sutrisno & Purnomo, 2022). 
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Secara keseluruhan, meskipun UU PDP Indonesia telah memberikan dasar 
hukum yang kuat untuk perlindungan data pribadi, penerapannya masih 
menghadapi berbagai tantangan. Untuk meningkatkan efektivitasnya, dibutuhkan 
perbaikan di berbagai sektor, termasuk penegakan hukum yang lebih tegas, 
peningkatan infrastruktur teknologi, serta edukasi dan sosialisasi yang lebih luas 
kepada masyarakat dan sektor publik. 

Pembahasan 
Berdasarkan hasil temuan yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat 

sejumlah permasalahan yang memengaruhi efektivitas penerapan Undang-Undang 
Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia. Beberapa temuan, seperti 
rendahnya kesadaran publik, ketidakmerataan implementasi sektor swasta dan 
publik, tantangan dalam penegakan hukum, dan keterbatasan infrastruktur 
teknologi, mencerminkan fenomena yang terjadi saat ini dalam masyarakat 
Indonesia. Dalam diskusi ini, akan dibahas lebih lanjut hasil temuan tersebut, 
kaitannya dengan fenomena yang ada, serta teori-teori yang relevan. 

Kesadaran Publik yang Rendah dan Pentingnya Edukasi 
Salah satu temuan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya perlindungan data pribadi. Fenomena ini sangat relevan dengan situasi di 
Indonesia, di mana mayoritas pengguna internet belum sepenuhnya memahami 
bagaimana data pribadi mereka dapat disalahgunakan. Banyaknya kebocoran data 
yang terjadi, seperti kasus kebocoran data pribadi pengguna Tokopedia dan 
Bukalapak, menunjukkan betapa rentannya data pribadi dalam ekosistem digital 
(Sari, 2021). Kurangnya pemahaman tentang hak-hak privasi ini mengarah pada 
ketidaktahuan masyarakat dalam melindungi data mereka, dan hal ini menjadi 
hambatan besar dalam penerapan UU PDP secara efektif. Teori "The Privacy Paradox" 
yang dikemukakan oleh Smith et al. (2011) mengemukakan bahwa meskipun 
masyarakat menyadari pentingnya privasi, banyak yang tidak mengambil langkah-
langkah untuk melindungi data pribadi mereka. Oleh karena itu, penting bagi 
pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan upaya edukasi dan sosialisasi agar 
publik memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak mereka dan cara 
melindungi data pribadi mereka dengan lebih baik. 

Ketidakmerataan Implementasi di Sektor Swasta dan Publik 
Temuan berikutnya adalah ketidakmerataan implementasi UU PDP di sektor 

swasta dan publik. Sektor swasta, terutama perusahaan besar yang beroperasi di 
bidang teknologi, lebih cepat menyesuaikan diri dengan regulasi ini karena adanya 
tekanan internasional dan kewajiban untuk mematuhi standar perlindungan data 
pribadi global, seperti GDPR. Sementara itu, sektor publik dan beberapa sektor 
lainnya, seperti kesehatan dan pendidikan, masih mengalami kesulitan dalam 
penerapan kebijakan ini. Hal ini mencerminkan ketimpangan infrastruktur dan 
pemahaman terkait perlindungan data di sektor-sektor tersebut. Menurut teori 
institusional, perubahan regulasi pada tingkat lembaga (institutional change) 
seringkali dipengaruhi oleh struktur organisasi dan sumber daya yang tersedia 
(DiMaggio & Powell, 1983). Sebagian besar lembaga pemerintah atau organisasi non-
komersial memiliki keterbatasan dalam sumber daya dan teknologi untuk 
menerapkan kebijakan ini secara efektif. Penulis berpendapat bahwa untuk 
mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih holistik, termasuk 
penyediaan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi sektor-sektor yang kurang siap. 



Laelaturramadani 
Tinjauan Terhadap Efektivitas Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia 

MANDALIKA LAW JOURNAL 45 

 

 

Penegakan Hukum yang Lemah 
Tantangan utama lainnya yang ditemukan dalam penelitian ini adalah 

penegakan hukum yang lemah terkait pelanggaran UU PDP. Meskipun terdapat 
sanksi administratif yang diatur dalam undang-undang, penerapannya belum cukup 
memberikan efek jera, dan pengawasan dari Komisi Perlindungan Data Pribadi 
(KPDP) masih terbatas. Hal ini sejalan dengan fenomena yang terjadi di Indonesia, di 
mana penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi sering kali tidak 
maksimal, baik karena keterbatasan sumber daya manusia maupun kesulitan dalam 
memonitor pelanggaran yang terjadi secara real-time. Sebagaimana dijelaskan oleh 
Greenleaf (2021), tanpa adanya sanksi yang jelas dan pelaksanaan hukum yang tegas, 
hukum perlindungan data pribadi akan kehilangan legitimasi dan kekuatan untuk 
mencegah penyalahgunaan data. Penulis berpendapat bahwa untuk meningkatkan 
efektivitas UU PDP, perlu dilakukan perbaikan dalam hal penegakan hukum dengan 
meningkatkan kapasitas KPDP dan memperketat mekanisme pengawasan dan 
penindakan terhadap pelanggar. 

Keterbatasan Infrastruktur Teknologi 
Temuan lainnya yang menjadi sorotan adalah keterbatasan infrastruktur dan 

teknologi yang digunakan oleh banyak organisasi di Indonesia dalam melindungi data 
pribadi. Banyak perusahaan dan lembaga pemerintah yang masih menggunakan 
sistem yang rentan terhadap serangan siber, yang membuka celah bagi kebocoran 
data pribadi. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa Indonesia, meskipun memiliki 
UU PDP yang mengatur perlindungan data, belum memiliki infrastruktur yang cukup 
kuat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut teori "Risk 
Management" yang dikemukakan oleh Hillson (2003), dalam manajemen risiko, 
identifikasi dan mitigasi terhadap potensi risiko (seperti kebocoran data) sangat 
bergantung pada kesiapan infrastruktur dan teknologi yang digunakan. Oleh karena 
itu, penulis berpendapat bahwa untuk mewujudkan perlindungan data yang efektif, 
peningkatan investasi dalam teknologi yang aman dan pelatihan sumber daya 
manusia terkait perlindungan data pribadi adalah langkah penting yang perlu 
dilakukan. 

 
Secara keseluruhan, meskipun UU PDP telah memberikan dasar hukum yang 

kuat untuk perlindungan data pribadi di Indonesia, penerapannya masih menghadapi 
berbagai tantangan, seperti kesadaran publik yang rendah, ketidakmerataan 
implementasi, penegakan hukum yang lemah, dan keterbatasan infrastruktur 
teknologi. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan data pribadi di Indonesia, 
perlu adanya upaya yang lebih komprehensif dalam mengatasi masalah-masalah 
tersebut, termasuk meningkatkan kesadaran publik melalui edukasi, memperkuat 
kapasitas sektor publik dalam penerapan regulasi, serta memperbaiki sistem 
pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, pengembangan infrastruktur 
teknologi yang lebih aman juga harus menjadi prioritas utama bagi organisasi dan 
pemerintah. 

 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

meskipun Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 
(UU PDP) yang memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi data 
pribadi warganya, penerapan undang-undang ini masih menghadapi berbagai 
tantangan signifikan. Tantangan utama yang ditemukan meliputi rendahnya 
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kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi, 
ketidakmerataan implementasi antara sektor swasta dan publik, serta kendala dalam 
penegakan hukum yang tegas. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan teknologi 
yang dimiliki oleh banyak organisasi di Indonesia turut menghambat efektivitas 
regulasi ini dalam melindungi data pribadi. Penegakan hukum yang lemah dan 
kurangnya pengawasan yang efektif dari Komisi Perlindungan Data Pribadi (KPDP) 
juga menjadi kendala besar dalam memastikan perlindungan yang memadai. Oleh 
karena itu, meskipun UU PDP telah memberikan dasar hukum yang kuat, 
penerapannya masih memerlukan perbaikan dalam beberapa aspek agar dapat 
mencapai tujuannya secara efektif. 

Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya 
Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang 

lebih mendalam mengenai dampak implementasi UU PDP terhadap sektor-sektor 
yang kurang siap, seperti sektor publik dan sektor kesehatan. Penelitian lebih lanjut 
juga dapat mengeksplorasi bagaimana peran edukasi dan sosialisasi publik dalam 
meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka 
dalam konteks perlindungan data pribadi. Penelitian tentang pengembangan dan 
penerapan teknologi yang lebih aman di sektor-sektor yang rentan terhadap 
kebocoran data juga akan sangat relevan, mengingat pentingnya infrastruktur yang 
memadai untuk mendukung implementasi UU PDP yang efektif. Selain itu, penelitian 
komparatif antara Indonesia dan negara lain yang telah berhasil menerapkan 
kebijakan perlindungan data pribadi, seperti negara-negara Eropa dengan GDPR, akan 
memberikan wawasan berharga tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk 
meningkatkan efektivitas regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia. 
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